
GURERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR I1 TAHUN 2024

TENTAN(i

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHA,N YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang Bahwa untuk melaksafrakan ketentuan Pasal 17 alat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Pemberian T\rnjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan
Penerima T\-rnj angan Tahun 2024, perlu menetapkan
Peraturan Gubemur tentang Teknis Pemberian T\rnjangan
Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat i. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomoi" 12 Tahun 1569 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-Kabupaten C)tonom di Propinsi lrian Barat
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor
47, Tambahan l-mbaran Negara Republik Indonesia
Naa- OO 7l.

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2OOl tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO1 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang Nomor 2 1 Tahun 20O 1 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O21 Nomor 155, Tambahan kmbaran
Negara Repubiik incionesia Nomor 5597);

4. Undang-Undang..... I 2
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran l,{egara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 471, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286} sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 202 I tentang Harmonisasi Peratrrran Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 I Nomor
246, Tambahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia
Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2AA4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2O04 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diuha.Lr treberapakali te-rakhrr de.agal Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O21 Nomor 246, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736|;

6. Undarrg-Urrdang Nomor 12 Tahr-rn 2011 texltang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
J -- -^- I l-J-..- I !-J--^ f,l--^- I a if1^l^..- 4l\'\t-t -^-.^--(JgttBialr (JrtqiatrB-(JttuarIB tr(_4iIuI I \l I al]Lllt zwzz agrr(dltB
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O22 Nomor 143, Tambahan Lembatan Negara Republik
r^A^^*;- \r^-^- Aon 1 ),lrvlrlvr vvv a,'

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagarmana telair diubah beberapa kaii
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2A23 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Un<iang (i,embaran Negara Repubiik
lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
68s6);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintatr
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O22 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RepubUk
Indonesia Nomor 6757);

Q. Uadano-Llldan-g Noso<)r 15 Tahun 2O?2 tentans
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tal:un 2022 Nomor 158, Tamtrahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68O4);

lO. Peraturan...../3
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

1 I . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambatraa lc.rabaran Nega.ra B-eputrlik Indonesia Nomor
63221;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2 1 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Repubiik indonesia Tahun 2O21 n-omcr 238, Tambaftan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 673O);

13. Peratural Pemerintah Nomor lO7 Tahun 2O2l
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana
Induk Percepatan Pcmbangunan Dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
673r1;'

14. Peraturan Peeerlntah Noao: 14 Tahun 2024 t'eaLarrg
Pemberian T\.rnjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,
dan Penerima Thnjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O24 Nomor 5O, Tambahan
l.embaran Negara Republik lndonesia Nomor 69 I l:

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Talun 201 5 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Daian Negeri Norno,r 12C Ta:hurr 2Oi8 tentarg Fer,:bahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahrn 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O20
Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN
TUNJANGAN HARI RAYA DAN GA.]I KETIGA BELAS YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH.

Menetapkan

BAB r ....../4
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegau'ai
Aparatur Sipil N egara secara tetap oieh pejabat pembina kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan.

5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah
Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri
Sipil tahap pertarna dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti
kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan
gqii 10O %.

6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat
PPPK adalah warga Negara lndonesia yErng memenuhi syarat tertentu,
yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu
daiam rangka melaksanakan tugas pernerintahan.

7. Pejabat Negara adalah Gubernur serta pejabat negara lainnya yang
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

8. Anggota Majelis Ralryat Papua yang selanjutnva disebutt Anggota MRP
adalah Anggota MRP Provinsi Papua Tengah.

9. Hari Ra1-a adalah Har', Raya ldul Fitri.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN CAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(11 Pemberian tunjangan Hari Rava dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
a. PNS dan Calon PNS;
b. Gubemur;
c. Pimpinan dan Anggota MRP;
d. Pimpinan Badan layanan Umum Daerah;
e. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil negara pada perangkat daerah

yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum
Daerah: dan

f, PPPK.

(2) Tunjangan ...../5
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(2) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:
a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri

maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat
penugasan.

Bagian Kedua
Pemberian Tunj angan Hari Raya

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya hrgi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
terdiri atas:
a. gaji pokokl
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan pangan;
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam I

(satuJ bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan
tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas
fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja daerah tidak menerima tambahan pengahasilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar
tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan
penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam I (satu)
bulan.

(3) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota
Majelis Rakyat Papua paling banyak sebesar akumulasi dari uang
representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan.

(4) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi:
a. pimpinan Badan Layanan Umum/Badan l,ayanan Umum Daerah; dan
b. pegawai non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada

instansi pemerintah yang menerapkan poia pengelolaan keuangan
Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah.

paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang
diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan
Umum Daerah tersebut yarrg pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau
keias jabarannya setara.

(5) Dalam hal penghasiian 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan
Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat {1) belum dibayarkan
sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena beru bahnya
penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih
keizui-angan Tunjangan Hari Raya.

(6) Penghasilan . ... / 6
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(6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan bagi CPNS
meliputi:
a. 80 o/o (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan panBan;
d. tunjangan umum; dan
e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1

(satu) bulan bagi instansi pemerintah dacrah yang mcmbcrikan
tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas
Iiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Ketiga
Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 4

Besaran Pemberian Gaji Ketiga Belas berlaku secara Mutatis Mutandis
terhadap Besaran Pemberian tunjangan Hari Raya.

BAB III
PEMBAYARAN

Pasal 5

(l) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari keda
sebelum tanggal Hari Raya.

(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah
tanggal Hari Raya.

(3) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang
dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2024.

(a) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan
paling cepat pada bulan Juni Tahun 2024.

{5) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
dapat dibayarkan Gaji Ketiga Belas dapat tlibayarkan setelah bulan Juni
Tahun 2O24.

(6) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) besarannya yaitu
sebesar penghasilan 1 (satu) bulal pada bulan Mei Tahun 2O24.

Pasal 6

Proses Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukart
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c,.4.tt I v
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dapat
bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BABV ...../7
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Papua
Tengah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemberian Trrnjangan Hari Raya dan
Gaji Ketiga Belas kepada Apararur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan
Penerima Tunjangan Tahrrn 2O23 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah
Tahun 2O23 Nomor l7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraruran
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua
Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 28 Marct 2024

PJ. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

R{BKA }{ALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 28 Maret 2024

Pj. SEr-RETARIS D.A,ERAH PRO\4NSI PAPUA TENGAH
CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVTNSI PAPUATENGAH TAHUN 2024 NOMOR II

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. BIRO HUKUM,

PRO

LO, SH
NIP. 19 03 12 2 006
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